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LEMBAGA TEKNIS DAERAK DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ARU

Menimbang

i Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dag penataan
kelembagaan perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah dan Satuan Polisj Pamong Praja;

bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
dipandang  sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan
perubahan  Peraturap perundangan sehubungan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahup 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;




TN

Undang~Undang Nomor 9 Tahyg 1999 tentang  Pembentukay,
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Banjarbary (Lembaran Negara

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 33 Tahug 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah  Pygat dan  Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsj

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi




Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan

WALIKOTA BANJARBARU

i Menetapkan - PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG

Pasal 1

. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

' 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggar;
Pemerintah Kota Banjarbaru.

- Walikota adalah Walikota Banjarbaru,

- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru,
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19. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah Kota Banjarbaru,
+ 10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru.
+ 11. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru.
; 12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum
! Daerah Kota Banjarbaru,
' 13. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.
' 14, Satuan Polis; Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong
! PrajaKota Banjarbary.
"15. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru,
17. Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran




BAB 11
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satpol PP.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal ;
b. Inspektorat 3
c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;
d. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat :/

e
f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
‘8- Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
h. Kantor Lingkungan Hidup ;

i. RSUD.
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; (3) Badan adalah unsur'pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yan;
i berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

i (4) Kantor adalah unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
; berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Dacrah.

1 () RSUD adalah unsyr pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Seorang Direktur yang
1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melaluj Sekretaris Daerah.




BAB 111
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan fisik prasarana d
tata ruang ;

C. perumusan kebijakan, penyelenggaraan
pembangunan ekonomi dan sosjal budaya ;

d. perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian pembangunan daer:
dan penanaman modal ;

€. pengelolaan urusan kesekretariatan.

, pembinaan dan pelaksanaan perencana;

(3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdi
dari :

2. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

b. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pelaporan terdiri dari:
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan,
2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan,

¢. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari:
1. Sub Bidang Fisik Prasarana,
2. Sub Bidang Tata Ruang,

d. Bidang Ekonomi dan Sosjaj Budaya terdiri darj-
1. Sub Bidang Ekonom;.
2. Sub Bidang Sosial Budaya,
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€. Bidang Penanaman Modal terdiri dar;:

1. Sub Bidang Sarana Investas;,
2. Sub Bidang Promos; Investasi,

f. Jabatap Fungsional,

(4) Bagan struktyr oOrganisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Mo
s

ebagaimana terlampir ( Lampiran | ) dan merupakan bagjan yang tidak terpisahkan d:

peraturan daerah inj.

Bagian Kedua
Inspektorat

4. perencanaan Program pengawasan sesyaj dengan kebijakan Walikota ;
b. perumusan kebijakan dan fasilitas; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,

"o Ao

pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan ;

- . pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemerintahan ;
pengelolaan urysan kesekretariatan, )

(3) Susunan organisasi Inspektorat terdiri darj :
a. Sekretariat terdir dari:

b.

C.

1. Sub Bagian Perencanaan,
2. Sub Bagjan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Inspektur Pembanty Wilayah I, terdiri dar:

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.

2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,

3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan,




(4) Bagan Struktur organisasj Inspektorat sebagaimana
! bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak
Pendidikan dap Pelatihan Daerah mempunyai fun

a.

Ao

f.

sud pada ayat (1), Badan Kepegawaia
gsi :

Perumusan kebijakan teknis lin,
dengan kebijakan Walikota :

Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Pengadaan dan mutasj pegawaj

gkup kepegawaian, pendidikan dan [atihap daerah sesua

pegawai ;
pengelolaan urusan kesekretariatan, -

(3) Susunan organisasi Badap Kepegawajan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri darj :

a.

Sekretariat terdirj dari:
1. Sub Bagian Perencanaan dap Keuangan,
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai,
2. Sub Bidang Mutasi Pegawai,




C. Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian terdirj dari:
1. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun.
2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.

d. Bidang Pengembangan Karir Pegawai terdiri dari:
1. Sub Bidang Jabatan Struktural.
2. Sub Bidang Jabatan Fungsional.

€. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai terdiri dari:
1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader.
2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional.

£ Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membanty Walikot
dalam melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dj bidang kesatuan bangs:
dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

* (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan

: Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

& perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat sesuaj dengan kebijakan Walikota 5

b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan teknis kelembagaan politik dan pranata sosial ;

C. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian ketahanan

bangsa ;

d. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian perlindungan
masyarakat ;

€. pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis lingkup badan kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat ;

f. pengelolaan urusan kesekretariatan.




: a. Sekretariat terdirj dari:
L. Sub Bagijan Perencanaan dan Keuangan,
2. Sub Bagjan Umum dan Kepegawaian,

€. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan
: Masyamkat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai fungs;

4. perumusan dan perencanaan  kebijakan teknis lingkup pemberdayaan masyarakat,
perempuan, dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan Walikota :

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemberdayaan
masyarakat ;




pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemberdayaan perempuan ;

pembinaan dan pengkoordinasian pendataan dan pelaporan ;

mo oo

masyarakat, perempuan dan keluarga berencana =
8- pengelolaan urusan kesekretariatan.

terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari:
: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
i - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
1. Sub Bidang Ekonomi Masyarakat,
2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat,

¢. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
1. Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG).
2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.

d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

. Bidang Data dan Pelaporan terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendataan,
2. Sub Bidang Pelaporan,

. Kelompok Jabatan Fungsional.
8- Unit Pelaksana Teknis.

10

mbinaan dan pelaksanaan tugas lingkup keluarga berencana dan keluarga sejahtera H

pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis lingkup badan pemberdaya

(3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berenca
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Bagian Keenam
Badan Pelayanan, Perijinan Terpady

b s g,

Pasaj 9

Terpadu mempunyai fungs; .

2. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan perijinan secarg terpadu sesuaj denga
kebijakan Walikota ; -

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan  daerap lingkup pelayana
perijinan ;

pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan nop Perijinan ;

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas lingkup pelayanan perijinan parale] ;

€. pengkoordinasian dan penyelenggaraan petunjuk pelayanan Pperijinan, pelayanan nor
Pperijinan dan pelayanan perijinan paraje] 3

£ pengelolaan urusan kesekretariatan,

o

(3) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari ;
a. Sekretariat terdir dari ;
1. Sub Bagjan Perencanaan dan Keuangan,
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

b. Bidang Pelayanag Perijinan membawatikan Tim Teknis.
C. Bidang Pelayanan Nop Perijinan membawahkan Tim Teknis,
d. Bidang Pelayanan Perijinan Paraje] membawahkan Tim Teknis.

(4) Bagan struktur  organisas; Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana terlampir
~ (Lampirag VI) dan merupakan bagjan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah inj.

Bagian Ketujuh )
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

perpustakaan dap arsip daerah sesuaj dengan peraturan perundang-undangan Yang berlakuy.




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan ¢
Arsip Daerah mempunyai fungs; :
4. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan perpustakaan dan arsip daerah sest
dengan kebijakan Walikota;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayan:
Akuisisi dan pengolahan ;
C. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan perpustakaan z
d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan dokumentasi dan pengelolaan arsip daerah ;
€. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan akuisisi, pelayanan perpustakaan  d:
penyelenggaraaan dokumentas; dan pengelolaan arsip daerah;
f. pengelolaan urusan ketatay ;
i
! (3) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri darj -
a. Sub Bagian Tata Usaha,

b. Seksi Akuisisi dan Pengolahan.

oin xmss

¢. Seksi Pelayanan Perpustakaan,
d. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Arsi p Daerah.
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana terlampir
: ( Lampiran VI[ ) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah inj.

; Bagian Kedelapan
! Kantor Lingkungan Hidup
Pasal 11

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup
mempunyai fungs;i :

i
g
|

12




d.

€.

f.

perencanaan, perumusan, pembinaan dan pelaksanaan Pemantauan dap pemul]
lingkungan
perencanaan, perumusan, pembinaan dan pelaksanaan pengendalian Pencemaran
pengelolaan limbah ;

perencanaan, perumusan, pembinaan dan pelaksanaan penataan lingkungan 5
pengelolaan urusan ketatausahaan ]

(3) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri darj :

a. Sub Bagian Tata Usaha,

b.

c.
d.

€.

Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan,
Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah.
Seksi Penataan Lingkungan,

Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir ( Lampiran vig1
dan merupakan bagian Yang tidak terpisahkan dari peraturap daerah inj,

a.

b, -

Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 12

Perumusan  kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan masyarakat sesyaj dengan
kebijakan Walikota ;

pemberian dukungan atag penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan
kesehatan masyarakat ;

pembinaan, pelaksanaan dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas lingkup




(3) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Dae,
a. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Sub Bagjan Perencanaan dan Keuang

€. pembinaan, perumusan kebijakan, pengembangan bidang penunjang ;
. pengelolaan urusan ketatausahaan,

rah terdiri dari :

an.

2. Sub Bagijan Umum dan Perlengkapan,

3. Sub Bagian Kepegawaian,

b. Bidang Pelayanan terdirj dari:

I. Seksi Pelayanan Medik.
2. Seksi Bina Mutu Pelayanan,

- Bidang Keperawatan terdiri dari:

1. Seksi Asuhan Keperawatan.
2. Seksi Diklat dan Penyuluhan.

- Bidang Pemmjang terdiy; dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Medik,
2. Seksi Rekam Medik.

Instalasi terdiri dari :
1. Instalasi Rawat Jalan;
asi Rawat Inap;
Instalasi Gawat Darurat;
Instalasi Bedah Sentral;
Instalasj Radiod.ia@ostik;
asi Farmasi;
Instalasi Gizi;
Instalasi Pathologi Klinik;

. Instalasj Pemeliharaan Sarana;
10. Instalasj Perawatan Intensif;
11. Instalas{ Rehabilitasi Medik;
12. Instalasj Kamar Jenazah,

PN AWLL

o

8. Komite Medik 3

X Komite Perawatan 3

Pengelola Administrasi Terpadu (PAT);
Kelompok Jabatan Fungsional,




RN

dan eva] H
€. perenc Perumusan pe Pemeliharaan operasj ketentramap dan
ketertiban
f. Pengawasap terhadap Masyarakat agar mematuhi dap mentaati peratyran daerah day
kepu

a. Sub Bagian Tata Usaha,

b. Seksi Pengembangan Kapasitas.

¢ Seksi Penyuluhan, Monitoring dap Evaluas;,
d. Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertibap
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bagan Struktyr organisasi Satyan Polisi Pamong Praja sebagaiman, terlampir ( Lampiran X)
Mmerupakan bagian Yang tidak terpisahkan dari peraturap daerah inj.




BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja waj
menerapkan prinsip koord

ordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maup
antar satuan organisas; sesuai dengan tugas masing-masing,

v BABV
PEMBIAYAAN
1 Pasal 15

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Lembaga Teknis Daerah dan Satua;
Polisi Pamong Praja, dibebankan pada APBD

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 16
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor Direktur RSUD dan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta Jabatan struktural ditingkat bawahnya serta Jjabatan
fungsional, dilaksanakan sesuaj dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB vII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

) Penerapan dap pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

16
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BAB VIII
PENUTUP

pelaksanaan yang m
Praja sebelumya din

ur organisasi masing-masing Lemb;
-hal yang belum diatur dalam peratyy
diatur dan ditetapkan dengan Peratw

Pasal 19
Peraturan Daerah jnj mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat megetahui,

memerintahkan pengundan,
penempatannya dalam Lembaran Dae

gan Peraturan Daerah inj deng;
rah Kota Banjarbaru,

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 25 ; 2008

MDAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR 13 D

¢ i~
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